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BUPATI JEI{EFOI{11O,

bahwa untuk memberikan kejelasan arah, sasaran dan

manfaat pelaksanaan Program Pembangunan Daerah

Kabupaten Jeneponto sebagaimana arahan dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2018

khususnya pada program transisi, maka diperlukan

adanya Rencana Kerja Pembangunan Daerah {RKPD}

Kabupaten Jeneponto Tahun 20L8;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Jeneponto.

Undang*Undang Republik Indonesia Nornor 29 Tahun

1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di

Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 74, Tambahan Lembtrran Negara Republik

Indonesia Nornor 18221;

Undang-Undang Republik Iadonesia Nomor 17 Tahun

2OO3, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor +2861;

Undang-Undang Republik Iadonesia Nomor 1 Tahun

2AO4 tentang Perbendaharaan Negara (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor a355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negrara Republik Irrdonesia Tahun II
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2AO+ Nomor 1O4, Tarnbahan tr embaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa2\;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor L7 Tahun

2AAT tentang Rencana Pemhangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2AA5-2A25 (Lembaran Negara Republik
Ind,onesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aTOOl;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 26 Tahun

2OAT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OAT Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2oll tentang Pembentrrkan Peratrrran Perundang-

Undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor 523+l;

9. Undang-Undang Republik Indsnesia Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587I

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor O9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2A14 tentang

Pemerintahan Daerah {Lerrrbaran Negara Republik
Indonesia Taleun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nornor 56791;

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 3O Tahun

2OL4 tentang Administrasi Pemeriatahan fl.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

Soor); I



ll.PeraturanPernerintahRepubliklndonesiaNornor6
Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi

vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahunlgssNomorlO,TambahanLembaran

Negara Republik Indonesia Nornor 33731;

]-2.PeraturanPemerintahRepubliklndonesiaNornorSS
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(I,embaranNegaraRepubliklnd.onesiaTa}run2005
Nomor 14A, Tarnbahan Lernba-ran Negara Republik

Indonesia Nomor a5781;

L3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79

Tahun 2005 tent{rng Pedomlrn Pembinazrn dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a593);

14. Peraturan Pemerintah Repubtik Indonesia Nomor 38

Tahun 2AO7 tentang Pembagian umsan Penrerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OgT Nornor 82, Tambahan

Iembaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor a7371;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2OO8 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraeur

Pernerintahan Daerah (trrnkran Negara Reptrblik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Xffibaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Reneirna

Pembangunan Daerah {Lembaran Nega,ra Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nornor +817j;

17. Peraturan Fresiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional TRPJMN) 20 15-20 19 (Lembaran Negara

Republik IndonesiaTahun 2O15 Nomor 3); I------- -r, r



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 54 Tahun 2O1O

tentang Pelaksanaan Peraturan Pernerintah Nornor O8

Tahun 2O0S tentang Tahapan' Tata Cara Penlrusunan'

Fengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O1O Nomor Nomor 517);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02

Tahun 2006 tentang Tata Cata Penyusunan Dokumen

Perencanaan {Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto

Tahun 20A6 Nomor 15O);

20. peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03

Tahun 20tJ6 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah {RPJPD} Kabupaten Jeneponto Tahun

2AA(-i2A26 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto

Tahun 2006 Nomor 151);

21" Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01

Tahun 2A12 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(mRWKabupatenJenepontoTahun2al2-2o3L
(Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2al2

Nomor 21O);

22- Pera&wan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor A4

Tahun 2al6 tentang Pesrbenttrkan dan susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Jeneponto Tahun 2016 Nomor 2a6);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01

Tahun 2Afi tentang Perubahan Peraturan Daerah

Nomor O2 Tahun 2Ot4 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2Ol4-2O18 Kabupaten

Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto

Tahun 2$fi Nomor 2a9);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02

Tahun 2Afi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2Afi
(Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2Afi
Nomor 250);

25. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 12 Tahun 2013

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pernbangunan (Musrenbang) Rencana



Menetapkhn

Kerja Pernerintah Daerah Kabupaten Jeneponto {tserita
Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2o13 Nornor 12);

26. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 11

Tahun 2ol7 tentang penjabaran Anggaran pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun 2o1T {Berita Daerah
Kabupaten Jeneponto Tahun 2AlT Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAIT BUPATI TEIITANG RtNcAlvA ItER.rA
PEMBAITGIINAN DAERAH (RI{PDI KABUTATEN
JEI$EFOIUTIO TAIIUH 3O1 A

BAB I
i KETEIITUAII UI[uu
, Pasal 1
.

Dalam Pe4afuran Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
pen54lenggara Pernerintahan Daerah.

2. Kabuiraten adalah Kabupaten Jeneponto;

3. Bupatr adalah Bupati Jeneponto.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Ralqrat Daerah Kabupaten Jeneponto.

5. Rencryra Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan

Daerdh untuk periode Tahun 2074-2018, yang merupakan penjabaran
I

dari Visi, Misi, dan program Bupati/Kepala Daerah dengan berpedornan

pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Provinsi Sr.ilawesi Selatan.

6. Rencg.na Pernbangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat

Daerqh, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja
:

PeraEgkat Daerah yang disingkat Rensfra-SKPD adalah dokurnen

perenpanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2Al4-
2018;i

Renc{na Pembangunan Tahuaan Daerah yang selanjutnya disebut

Renc4na Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat RKPD adalah
L

dolruqmen perencaflaan untuk periode selama I (satu) tahun;

Rencdna Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selaqiutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Peralgkat Daerah yang

disingkat Renja-sKPD adalah dol*rrnen perenceflean tahun*n se&-Ian

re4a eerangkat Daerah; 
[t

8.



RENCAT{A KER.'A PEMBAITGUilAN DAERAII

hs*l 3

un 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan

dari RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2aL4-2O18 yang berisi

pro$ram" prioritasyangdilaksanakanlangsungolehPemerintah
Pemerintah

partisipasi

RKPD

masyara$at.

BAB.I
I

BAB IN

(1) RKPD Tahun 2018 disusun dengan sistertratika pel$rusunall sebagai

berikl.rt :

PENDAHULUAN

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB [u naNCeNGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
L

KEUANGAN DAERAH

BAB [V PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN

JENEPONTO

BAE.M RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
i

BAB,IVI PENUTUP

(21 Uraidn secara rinci SKPD Tahun 2018 dimaksud pada\,
drl"St lampiran yang merupakan bagian yang tidak

Peraturan Bupati ini.

Pasaf 4

Pasat 5

KEBIJAKAN

ayat (1) dimuat

terpisahkan dari

RKpD fdfrrr, 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai :

1. pedofnan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pernerintah

X"ftfprt"r, Jeneponto dalam menJrusun Rencara Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja-SKPD) ;

2. Pedopnan bagt Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam men)rusun

nan$angan Anggaran Pendafataldan Belanja Daerah (RAPE}DI Kabupaten

Jeneponto Tahun Anggara 2018. 
th



Pasal 6

Dalam rangka merrJrusun RAPBD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2O18

sebagalmna d.imaksud d'alam Pasai 5 ayat (2);

1. Peme:ri.trtah Kabupaten Jeneponto menggunakan

baha::. Pembahasan Kebijakan Umum APBD

Anggrran dengan DPRD;

2. satuafl Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

JenelrontomenggunakanRKPDTahun2olsdalammelakukan
pembahasan Reneana Kerja Anggaran - satuan Kerja Perangkat Daerah

(RKA-SKPD).

BAB III
PENUTUP

Ptsal 7

peraturar::L Bupati ini nnulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setj,ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Jeneponto.

RKPD Tahun 2018 sebagai

serta Prioritas dan Plafon

Jeneponto
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